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ABSTRAK 
 

Tantry Suci Chairani. NPM : 1905170230 Analisis Penerapan Akuntansi 

Berbasis Akrual Atas Pendapatan menurut Undang-Undang Perpajakan 

Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan. Skripsi  

 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi berbasis 

akrual atas pendapatan menurut undang-undang perpajakan Pada PT. Merapi 

Utama Pharma Medan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik 

analisa deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dokumen-dokumen tertulis perusahaan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

observasi,wawancara dan dokumentasi berupa data laporan keuangan.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas penerapan Akuntansi Berbasis 

Akrual atas pendapatan menurut Undang-Undang Perpajakan pada PT. Merapi 

Utama Pharma Medan yang didukung oleh data yang diperoleh, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan Secara keseluruhan PT. Merapi Utama Pharma Medan 

belum menerapkan akuntansi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan dan 

ketetapan yang diatur dalam undang-undang pajak yang berlaku. Adanya laporan 

rekonsiliasi fiskal karena perbedaan antara pengakuan pendapatan dan biaya 

dalam akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan. Rekonsiliasi fiskal memiliki 

2 jenis yang dikelompokkan berdasarkan perbedaannya yaitu beda tetap dan 

beda waktu. Laporan rekonsiliasi fiskal terjadi karena adanya koreksi fiskal 

positif dan koreksi fiskal negatif. Adanya perbedaan penghasilan kena pajak 

(PKP) disebabkan karena adanya biaya yang tidak diakui sebagai biaya dalam 

akuntansi menurut pajak tetapi diakui menutut akuntansi komersial, dimana biaya 

tersebut dapat memperkecil penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan..  

 

Kata kunci : akuntansi berbasis akrual, rekonsiliasi fiskal, koreksi fiskal 
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ABSTRACT 
 

Chairani Suci Tantry. NPM : 1905170230. Analysis of the Application of 

Accrual-Based Accounting on Income according to the Tax Law at PT. Merapi 

Utama Pharma Medan. Thesis 

 

The aim of writing this thesis is to determine the application of accrual-based 

accounting to income according to tax law at PT. Merapi Utama Pharma Medan. 

The analytical method used in this research is descriptive. Data analysis 

techniques in this study used descriptive analysis techniques. The data source 

used in this study is secondary data, namely data obtained from the company's 

written documents. The data collection method used in this study is the method of 

observation, interviews and documentation in the form of financial report data. 

Based on the results of research and discussion on the application of Accrual 

Based Accounting to income according to the Tax Law at PT. Merapi Utama 

Pharma Medan which is supported by the data obtained, the authors can draw 

conclusions Overall PT. Merapi Utama Pharma Medan has not implemented tax 

accounting in accordance with the rules and regulations regulated in the 

applicable tax law. There is a fiscal reconciliation report because of the 

difference between revenue and expense recognition in financial accounting and 

tax accounting. There are 2 types of fiscal reconciliation which are grouped 

based on their differences, namely fixed differences and time differences. The 

fiscal reconciliation report occurred due to positive fiscal corrections and 

negative fiscal corrections. The difference in taxable income (PKP) is caused by 

costs that are not recognized as costs in accounting according to tax but are 

recognized according to commercial accounting, where these costs can reduce the 

company's taxable income (PKP). 

 

Keywords: accrual based accounting, fiscal reconciliation, fiscal correction 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan yang di 

dalamnya terdiri dari beberapa elemen yaitu Laporan posisi keuangan, laporan 

laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan. Laporan keuangan dapat dikatakan layak apabila dapat dipahami, 

relevan, reliabilitas, komparabilitas serta konsisten. Pada umumnya setiap 

perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil pasti mempunyai catatan atas 

laporan keuangan dimana laporan keuangan tersebut diharuskan untuk 

dilaporkan secara wajar yang bisa memberikan gambaran posisi keuangan, 

kinerja perusahaan, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan. 

 Penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari pemilihan metode, teknik 

serta kebijakan–kebijakan akuntansi, pemilihan metode maupun teknik dalam 

akuntansi dapat berpengaruh terhadap pengakuan pendapatan. Dalam 

menyusun laporan keuangan yang wajar ada beberapa faktor yang 

mempengaruhinya salah satunya komponen laporan keuangan yaitu laporan 

laba rugi (Lumingkewas, 2013).  

 Laporan laba rugi merupakan gambaran sekilas mengenai perkembangan 

usaha melalui informasi keuangan yang diperoleh dari tingkat pencapaian 

keuntungan maupun kerugian suatu entitas. Unsur-unsur utama laporan laba 

rugi adalah pendapatan dan beban. Secara ringkas dapat diketahui bahwa yang 
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dimaksud pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas 

aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari 

pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan 

operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Dan, yang dimaksud dengan 

beban adalah arus keluar aktiva atau penggunaan lainnya atas aktiva atau 

terjadinya (munculnya) kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) yang 

disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau 

aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral 

perusahaan. (Hery, 2012). 

 Dalam prihal perpajakan, pendapatan perpajakan merupakan komponen 

penyumbang pendapatan yang memiliki porsi terbesar dalam anggaran 

pendapatan dan belanja negara (APBN) Republik Indonesia. Berdasarkan 

alasan inilah implementasi tentang kebijakan, sistem, dan prosedur akuntansi 

pendapatan perpajakan merupakan hal yang sangat penting. Pendapatan 

perpajakan di Indonesia meliputi Pendapatan Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan, dan Bea Materai. 

 Selama ini pemerintah masih menggunakan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) berbasis Kas Menuju Akrual yang berlandaskan pada 

Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah ini 

mengatur bahwa pendapatan perpajakan diakui ketika kas masuk ke rekening 

negara. Penerapan basis kas ini memudahkan pencatatan dan pelaporan 

pendapatan pajak karena hanya berdasarkan pada pendapatan pajak fiskal 

tertentu tanpa memperhatikan kapan sebenarnya pendapatan tersebut 
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dihasilkan. Namun, hal ini menimbulkan kelemahan karena pendapatan yang 

dilaporkan menjadi kurang merepresentasikan keadaan sebenarnya sehingga 

pelaporannya menjadi kurang andal dan akuntabel.  

 Dalam Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, 

Pemerintah mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Ruang lingkup Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Thun 2010 meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP 

Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP berbasis akrual dengan batas waktu empat 

tahun sejak tanggal ditetapkan. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam 

penerapan basis akrual terdiri atas langkah teknis dan praktis. Langkah teknis 

berupa melakukan proyeksi pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) yang berbasis kas ke dalam pendapatan dan beban dalam 

Laporan Operasional yang berbasis akrual. Untuk melakukan proyeksi 

pendapatan perpajakan dalam Laporan Operasional dilakukan melalui pos 

penampung estimasi pajak yang secara potensial akan diterima. Pos 

penampung tersebut adalah piutang pajak. Sedangkan langkah praktik 

ditempuh dengan mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompeten dalam 

lingkungan pemerintah.  

 Dalam proses pelaksanaan SAP berbasis akrual, khususnya dalam 

akuntansi pendapatan perpajakan tidaklah mudah karena terkendala oleh 

penerapan self assessment dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang 

terutang. Kendala lain yang mungkin muncul yaitu sulitnya melakukan 

estimasi pendapatan pajak yang akurat. Estimasi pendapatan pajak ini akan 
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berhubungan dengan cara pemungutan pajak di Indonesia yang menganut 

stelsel campuran (gabungan stelsel fiktif dan stelsel nyata). Keberadaan stelsel 

fiktif yang digunakan sebagai salah satu cara pemungutan pajak akan 

membutuhkan adanya estimasi terhadap pendapatan perpajakan. Keterbatasan 

sumber daya manusia dan sistem informasi juga merupakan kendala dalam 

menerapkan basis akrual tersebut. Oleh karena itu penerapan dinegara 

berkembang, dalam konteks ini Indonesia, harus direncanakan secara praktis 

dan realistis sesuai dengan SDM dan kapasitas yang tersedia. 

 PT. Merapi Utama Pharma Medan termasuk pedagang besar Farmasi 

yang produknya berupa jasa di bidang pendistribusian alat-alat kesehatan, obat-

obatan, cairan infuse dan peralatanya, serta makanan kesehatan. PT. Merapi 

Utama Pharma ini menyalurkan barang-barang dari perusahaan atau biasa 

disebut prinsipal ke rumah sakit, apotik, outlet, supermarket maupun mini 

market. PT. Merapi Utama Pharma Medan yang berlokasi di Jalan Tapian 

Nauli Pasar 1 No. 5 Kec. Sunggal, Kel. Medan Sunggal, Medan 20138.  

 Dalam praktek operasionalnya PT. Merapi Utama Pharma Medan tidak 

merasa kesulitan dalam mengukur dan mengakui pendapatan perusahaan. 

Namun dari survey awal yang dilakukan, laporan keuangan yang dicatat oleh 

PT. Merapi Utama Pharma Medan masih belum memenuhi standar akuntansi  

berlaku umum. Akuntansi berlaku umum tentang pendapatan mengungkapkan 

bahwa pendapatan merupakan aliran dana atau aset yang masuk (aktiva). 

Dalam prinsip ini setiap pendapatan harus dicatat sebagai pendapatan 

umumnya ketika terjadi aktivitas usaha misalnya penjualan barang atau jasa 

tertentu. Sementara Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
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Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan UU 7 Tahun 

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mendefinisikan pendapatan 

adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar 

kembali. Sebagian besar pengguna standar saat ini melihat pengakuan 

pendapatan pada saat hak pemerintah timbul. Namun demikian, dalam SAP 

(Sistem Akuntansi Pemerintahan) tidak dijelaskan kapan hak pemerintah 

timbul. Pemerintah menggunakan kriteria yang terdapat dalam Buletin Teknis 

Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan untuk mengakui 

pendapatan pajak. Dalam Buletin Teknis tersebut terdapat 3 metode pengakuan 

pendapatan perpajakan yang didasarkan pada metode pemungutan perpajakan 

yaitu self assessment, official assessment, dan withholding tax. Pemerintah 

Indonesia telah menerapkan basis akrual dalam pencatatan transaksi sejak 

tahun 2010, pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 

Tahun 2010. Basis akrual mencatat transaksi pada saat terjadinya tanpa melihat 

kapan diterima atau dikeluarkannya kas. 

 PT. Merapi Utama Pharma Medan melakukan pencatatan pendapatan 

secara sederhana atas nilai transaksi yang dilakukan setiap harinya. Lalu 

kemudian membuat rekapitulasi tahunan dari seluruh catatan transaksi harian 

tersebut di akhir tahun.  

 Disamping itu dalam mendistribusikan produk-produknya, PT. Merapi 

Utama Pharma Medan menggunakan saluran distribusi tidak langsung ke 

pelanggan-pelanggannya yaitu apotik, rumah sakit, dan toko obat. Data 
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realisasi dan target penjualan pada PT. Merapi Utama Pharma Medan dari 

tahun 2018-2022. 

Tabel 1.1. Data Realisasi dan Target Penjualan PT. Merapi Utama Pharma 

Medan. 

Tahun Volume Penjualan (Jutaan Rp) Persentasi 

Pencapaian Realisasi 
Target 

2018 280.816 290.506 97,63% 

2019 310.124 330.120 94,81% 

2020 390.336 360.110 108,83% 

2021 430.322 580.195 74,44% 

2022 450.702 680.795 66,43% 

Sumber: Bagian akuntansi dan keuangan  (2023) 

 Dari data diatas dapat dilihat secara keseluruhan realisasi dan target 

penjualan PT. Merapi Utama Pharma Medan dari tahun 2018-2022 hanya 

tahun 2020 yang melampaui target peningkatan penjualan yaitu 108,83%. Satu 

hal yang perlu diperhatikan adalah realisasi dan target penjualan PT. Merapi 

Utama Pharma Medan bahkan tahun 2018, 2019, 2021 dan 2022 cenderung 

tidak tercapai. 

 Data lain berkaitan kesepakatan kerjasama dilakukan oleh PT. Merapi 

Utama Pharma Medan dengan para penyalurnya, khususnya pihak apotik dan 

toko obat. Kesepakatan kerja sama kedua belah pihak bertujuan mendorong 

program-program saluran distribusi agar sesuai dengan harapan kedua belah 

pihak. Berikut ini tabel 1.2 memberikan gambaran upaya PT. Merapi Utama 

Pharma Medan membangun komitmen kerjasama dengan penyalurnya.  
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Tabel 1.2. Data Komitmen Kerja Sama Dan Bentuk Penjualan PT. Merapi 

Utama Pharma Medan  

Tahun Apotik Toko Obat 

Jumlah 

Komitmen 

Penjualan 

Cash 

Penjualan 

Kredit 

Jumlah 

Komitmen 

Penjualan 

Cash 

Penjualan 

Kredit 

2018 27 9% 91% 13 10% 90% 

2019 14 10% 90% 10 12% 88% 

2020 32 6% 94% 24 14% 86% 

2021 27 5% 95% 29 9% 91% 

2022 19 11% 89% 11 15% 85% 

Sumber: Bagian akuntansi dan keuangan  (2023) 

 Data Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2019-2020 terdapat kenaikan 

jumlah komitmen kerjasama antara PT. Merapi Utama Pharma Medan dengan 

pihak apotik dan terjadi kenaikan jumlah persentase penjualan kredit. Sebagian 

besar penjualan dengan pihak apotik dan toko obat merupakan penjualan kredit 

dan hanya sebagian kecil penjualan dalam bentuk cash. Tahun 2022 terjadi 

kenaikan jumlah penjualan cash sebesar 11% untuk pihak apotik dan 15% 

untuk pihak toko obat. 

 Permasalahan yang terjadi di PT. Merapi Utama Pharma Medan dalam 

akuntansi adalah penjualan kredit kas dalam pengakuan pendapatan setelah ada 

pembayaran sebagian atau seluruhnya dari pelanggan. Penyusunan laporan 

keuangan masih bersifat sederhana karena merupakan kantor cabang. Kantor 

pusat berada di Jl. Cilosari no. 25, Cikini, Jakarta. Dalam pengakuan dan 

pengukuran pendapatan di laporan keuangan, PT. Merapi Utama Pharma 

Medan belum bisa menerapkan apakah berdasarkan kas basis atau accrual 

basis. Hal ini mengakibatkan informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi 

tidak tepat dan dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan 

oleh pihak manajemen perusahaan. Disamping itu, permasalahan yang terjadi 
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di PT. Merapi Utama Pharma Medan menunjukkan penyajian laporan 

keuangan sering tidak konsisten.  

 Penjualan diakui sebagai pendapatan setelah pelanggan membayar penuh 

atas skala dari faktor pajak. Di dalam basis akrual sebuah pendapatan akan 

diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk melakukan penagihan dari hasil 

transaksi. Dan menggunakan basis akrual ini tidak memperdulikan kapan kas 

akan diterima, dan kapan kas dikeluarkan. 

 Disamping itu, perusahaan tidak memiliki adjustment jurnal penjualan 

atas pendapatan yang harus diterima sehingga laporan keuangan yang disajikan 

kurang akurat, karena ada saldo-saldo akun akhir periode yang tidak sesuai 

dengan kenyataan. Jurnal penyesuaian (adjustment) ini penting untuk 

mengkinikan (update) saldo dari akun-akun perusahaan yang kemungkinan 

memerlukan penyesuaian sebagai akibat prinsip dari akrual basis. 

 Berdasarkan pernyataan tersebut maka penulis memilih topik untuk 

penelitian dengan judul: “Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Atas 

Pendapatan menurut Undang-Undang Perpajakan Pada PT. Merapi Utama 

Pharma Medan”  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka 

dirumuskan identifikasi masalah guna memudahkan pembahasan penelitian 

tersebut. Identifikasi masalah antara lain: 
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a.  PT. Merapi Utama Pharma Medan dalam menghitung pendapatan masih 

berdasarkan kas basis. 

b. Penjualan diakui sebagai pendapatan setelah pelanggan membayar sebagian 

atau seluruhnya dari faktur penjualan. 

c. PT. Merapi Utama Pharma Medan tidak melakukan adjustment jurnal pada 

akun pendapatan yang harus diterima. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

“Bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual atas pendapatan menurut 

undang-undang perpajakan Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan?”   

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap pendapatan menurut undang-

undang perpajakan Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 
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1.  Manfaat teoritis  

a. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

akuntansi berbasis akrual terhadap pendapatan menurut perihal 

perpajakan serta sebagai bahan perbandingan antara teori dari berbagai 

sumber bacaan ilmiah dengan praktik dilapangan. 

b. Sebagai memberikan landasan bagi penelitian selanjutnya di bidang 

yang sama dimasa yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

pertimbangan yang terkait akuntansi berbasis akrual terhadap 

pendapatan menurut perihal perpajakan. 

b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

mengenai akuntansi berbasis akrual terhadap pendapatan menurut 

perihal perpajakan pada suatu perusahaan serta dapat dijadikan referensi 

untuk penelitian selanjutnya.  

. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1 Basis Akuntansi 

 Menurut Mustofa (2008) basis akuntansi menyangkut dengan prinsip-

prinsip akuntansi terkait penentuan kapan pengaruh transaksi atau kejadian diakui 

dalam laporan keuangan. Sedangkan menurut Amalia, Radistya, & Murti (2014) 

basis akuntansi sebagai salah satu prinsip akuntansi untuk menentukan kapan 

periode pengakuan, pengukuran dan pelaporan suatu transaksi ekonomi dalam 

laporan keuangan. 

 Umumnya basis akuntansi terbagi dua yaitu basis kas dan basis akrual. 

Namun masih terdapat modifikasi keduanya, yaitu akuntansi berbasis kas 

modifikasi dan akuntansi berbasis akrual modifikasi. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa basis akuntansi terdiri atas 4 macam, yaitu sebagai berikut: 

1. Akuntansi berbasis kas; 

2. Akuntansi berbasis kas modifikasi; 

3. Akuntansi berbasis akrual; 

4. Akuntansi berbasis akrual modifikasi. 

 Selain keempat basis akuntansi tersebut, terdapat basis akuntansi Kas 

Menuju Akrual (Cash Towards Accrual/CTA) yang diterapkan di Indonesia sejak 

tahun 2006 hingga tahun 2014. Rama & Jones (2018) menyatakan bahwa 

pengelompokan basis pencatatan akuntansi tersebut bukan hal mutlak. 
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International Monetary Fund (IMF) yang menerbitkan Government Financial 

Statistic (GFS) membagi basis akuntansi menjadi 4 jenis yaitu basis akrual, basis 

kas, due-for-payment basis dan commitments basis (Rama & Jones, 2018). 

2.1.1.1. Akuntansi Berbasis Kas (Cash Basis) 

 Pada basis ini transaksi dan peristiwa ekonomi diakui pada saat kas 

diterima atau dibayarkan (Mustofa, 2008). Basis kas dapat menyajikan informasi 

sumber dana dan penggunaan dana selama satu periode serta saldo kas pertanggal 

pelaporan.  Komponen laporan keuangan pada basis kas yaitu Laporan Arus Kas 

dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk menyajikan secara detail informasi- 

informasi terkait item-item laporan keuangan serta informasi lainnya yang perlu 

diungkapkan. 

 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di Indonesia menggunakan basis 

kas. Pendapatan dan belanja diakui ketika kas masuk atau keluar dari Rekening 

Kas Umum Negara/Daerah (RKUN/D). Demikian juga dengan penerimaan dan 

pengeluaran pembiayaan, diakui dan dicatat apabila terjadi kas masuk atau keluar 

dari RKUN/D. Sedangkan terkait dengan Dana Cadangan diakui ketika dilakukan 

penyisihan uang sesuai dengan tujuan pembentukan Dana Cadangan. 

Berkurangnya Dana Cadangan apabila dilakukan pencairan Dana Cadangan. 

 Terdapat keterbatasan dan kelebihan akuntansi berbasis kas. Keterbatasan 

akuntansi berbasis kas di antaranya yaitu tidak terdapat pencatatan secara double 

entry sehingga laporan posisi keuangan (Neraca) tidak dapat disajikan, hanya 

fokus pada arus kas dan dampaknya pada periode berjalan. Adapun kelebihan 

akuntansi berbasis kas di antaranya adalah memperlihatkan sumber dana serta 

mudah dimengerti dan dijelaskan. 
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2.1.1.2. Akuntansi Berbasis Kas Modifikasi 

 Sesuai dengan namanya, maka basis ini merupakan modifikasi dari basis 

kas. Perbedaannya terletak pada periode pembukuannya yang masih harus 

ditambah beberapa waktu atau periode tertentu untuk pembukuan periode 

berjalan, umumnya 1 atau 2 bulan setelah akhir periode berjalan. Dalam basis ini, 

perlu dilakukan penambahan dan pengurangan penerimaan dan pengeluaran kas 

periode berjalan yang diakibatkan oleh transaksi periode sebelumnya. 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam basis kas modifikasi, yaitu: 

1.  Fokus pengukuran yaitu atas sumber keuangan sekarang serta berbagai 

perubahan atas sumber keuangan tersebut. Karena adanya perbedaan pada 

kebijakan periode pencatatan dengan basis kas yaitu penambahan waktu 

pengakuan dan pengukuran, maka memunculkan dampak pada informasi 

mengenai piutang dan hutang, meskipun tidak diakui sebagai aktiva dan 

kewajiban. 

2.  Penentuaan periode tersebut bervariasi pada berbagai pemerintah, namun 

secara umum memenuhi persyaratan berikut: harus diterapkan secara konsisten 

di setiap periode, berlaku menyeluruh baik untuk penerimaan maupun 

pengeluaran/belanja, secara umum penambahan periode adalah satu bulan 

dalam rangka memudahkan penyusunan laporan keuangan. Kebijakan 

akuntansi yang digunakan harus diungkapkan secara lengkap (full disclosure). 

 Kriteria pengakuan atas penerimaan selama periode tertentu yaitu bahwa 

penerimaan harus berasal dari periode yang lalu, namun penerapan ini tidak 

seragam untuk semua negara. Beberapa negara menganggap bahwa seluruh 
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penerimaan yang diterima selama periode tertentu adalah berasal dari periode 

sebelumnya, sedangkan negara yang lain mengakui hanya beberapa dari 

penerimaan tersebut. 

2.1.1.3. Akuntansi Berbasis Akrual 

 Menurut IPSAS dalam Triharta (2013) definisi basis akrual adalah: 

“A basis of accounting under which transactions and other events are recognized 

when they occur (and not only when cash or its equivalent is received or paid). 

Therefore, the transactions and events are recorded in the accounting records and 

recognized in the financial statements of the periods to which they relate. The 

elements recognized under accrual accounting are asets, liabilities, net 

asets/equity, revenue and expenses.” 

 Penerapan akuntansi berbasis akrual memberikan manfaat bagi para 

stakeholder. Pemerintah dapat mengetahui kualitas kinerja organisasi dari sisi 

efisiensi belanja negara dan capaian target pendapatan, baik pendapatan pajak 

maupun PNBP. Pemerintah juga dapat melihat posisi aset, kewajiban dan ekuitas 

yang disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.  

 Laporan keuangan yang disusun berbasis akrual juga dapat memberikan 

informasi bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan pendanaan atas 

aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kasnya sehingga pemerintah dapat 

membuat keputusan tentang bagaimana penggunaan sumber daya yang tersedia. 

Sedangkan pihak eksternal dapat mengevaluasi kinerja pemerintah terkait efisiensi 

biaya pelayanan serta penyampaian pelayanan (Mustofa, 2008). 

 Basis akrual untuk Neraca artinya seluruh komposisi Neraca diakui dan 

dicatat ketika terjadinya transaksi atau ketika adanya kejadian/kondisi lingkungan 
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yang berpengaruh terhadap keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan aliran 

masuk/keluar kas setara kas.  

 Kelompok-kelompok akun di Neraca secara garis besar terdiri dari kas dan 

setara kas, piutang, persediaan, piutang jangka panjang, aset tetap, aset tak 

berwujud dan aset lainnya yang merupakan kelompok aset (bersaldo normal 

debet). Sedangkan pada kelompok kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek 

dan kewajiban jangka panjang serta ekuitas yang bersaldo normal kredit. 

 Penyesuaian-penyesuaian akun Neraca dibutuhkan dalam penerapan 

akuntansi berbasis akrual. Penyesuaian-penyesuaian tersebut meliputi 

penyesuaian atas persediaan, belanja dibayar di muka, pendapatan yang masih 

harus diterima, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, serta 

pendapatan diterima di muka. Penyesuaian-penyesuaian tersebut selain 

mempengaruhi posisi Neraca juga mempengaruhi Laporan Operasional. 

2.1.1.4. Akuntansi Berbasis Akrual Modifikasi 

 Pada basis ini, tidak semua akun-akun aktiva maupun kewajiban diakui 

dalam laporan keuangan. Salah satu contoh penerapan akuntansi berbasis akrual 

modifikasi yaitu pengakuan aktiva dan kewajiban menggunakan basis akrual 

sedangkan atas pendapatan menggunakan basis kas atau modifikasi basis kas. 

 Granof & Khumawala (2013) menjelaskan bahwa fokus pengukuran pada 

basis akrual modifikasi yaitu pada current financial resources. Definisi current 

financial resources yaitu sebagaimana dikutip berikut ini: 

“Current financial resources has been interpreted to mean “expendable financial 

resources” cash and other items that can expected to be transformed into cash in 

the normal course of operations (less current liabilities). The “other items” 

include investments and receivables but not capital assets.” 
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 Governmental Accounting Standard Board (GASB) merupakan salah satu 

penyusun standar yang telah mengidentifikasi kriteria atas waktu pengakuan 

pendapatan pada akuntansi berbasis akrual modifikasi. GASB Statement 33 dalam 

Granof & Khumawala (2013) menjelaskan syarat pengakuan pendapatan 

sebagaimana dikutip berikut ini: 

“They cannot recognize until they are both measurable and available to finance 

expenditures of the fiscal period.” 

 Di antara negara-negara yang menerapkan akuntansi berbasis akrual 

modifikasi adalah Kanada dan Pemerintah Federal Amerika Serikat. Pemerintah 

Kanada mengakui pendapatan pada periode ketika peristiwa atau transaksi telah 

terjadi dan pendapatan tersebut dapat diukur (measurable). Sedangkan pada 

Pemerintah Federal Amerika Serikat (State) pendapatan pajak diakui dalam 

periode akuntansi saat pendapatan tersebut terukur (measurable) dan tersedia 

(available) untuk mendanai pengeluaran. Available adalah pendapatan pajak 

dapat ditagih dalam periode sekarang atau segera setelah terjadi transaksi. 

 

2.1.2. Basis Akuntansi Akrual  

2.1.2.1. Manfaat Basis Akuntansi Akrual 

 Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang 

berguna untuk berbagai pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan 

tentang alokasi sumber daya dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas untuk 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Tujuan ini hanya dapat dicapai 

sepenuhnya dengan menerapkan akuntansi akrual. Akun-akun akrual memberikan 

pandangan yang komprehensif dari aset dan kewajiban suatu pemerintah, kinerja, 
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dan cash flow untuk periode laporan tersebut. standar akuntansi akrual 

mencerminkan dampak ekonomi jangka panjang dari keputusan politik dalam 

laporan keuangan. Sistem akuntansi kas tidak mungkin melakukan hal ini (Price 

Waterhouse Cooper, 2013). 

 Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 

dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul (Pemerintah 

Republik Indonesia, 2010). Transaksi dan peristiwa ekonomi dicatat dan 

dilaporkan ketika terjadi, terlepas dari kapan transaksi kas terjadi. International 

Federation of Accountants (2011) dalam Transition to The Accrual Basis of 

Accounting: Guidance for Public Sector Entities mengatakan akuntansi akrual 

memberikan informasi tentang posisi keuangan secara keseluruhan dan 

ketersediaan atas aset dan kewajiban sebuah entitas. Entitas sektor publik 

memerlukan informasi tersebut untuk: 

1.  Menunjukkan akuntabilitas kepada publik untuk manajemen aset dan 

kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan; 

2.  Rencana kebutuhan dana di masa depan terhadap pemeliharaan dan 

penggantian aset; 

3.  Rencana pelunasan atau pembayaran kewajiban yang ada; dan 

4.  Membuat keputusan tentang tingkat aset dan hutang yang dimiliki dalam 

konteks pembiayaan layanan yang ingin diberikan. 

 International Federation of Accountants (2011) melanjutkan dengan 

menyatakan bahwa basis akuntansi akrual memberikan informasi tentang 

pendapatan dan pengeluaran, termasuk  dampak dari transaksi di mana kas belum 

diterima atau dibayar. Informasi yang akurat tentang pendapatan sangat penting 
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untuk menilai dampak perpajakan dan pendapatan lain pada posisi fiskal 

pemerintah.  

 Informasi tentang pendapatan membantu baik pengguna dan entitas sektor 

publik sendiri untuk menilai apakah pendapatan saat ini cukup untuk menutupi 

biaya program dan layanan saat ini. Basis akuntansi akrual juga memberikan 

informasi yang lebih baik daripada akuntansi kas terhadap biaya aktual jasa 

tertentu yang disampaikan oleh entitas dan apakah sumber arus dana yang cukup 

untuk mempertahankan tingkat pelayanan.  

 Wynne (2007) meringkas keuntungan dari Basis Akrual sebagai berikut: 

1.  Basis akrual menghadirkan informasi yang lebih banyak daripada basis kas dan 

memiliki fokus yang lebih besar pada output bukan hanya input. 

2.  Informasi yang tersedia dari basis akrual memfasilitasi kualitas yang lebih baik 

terhadap manajemen dan pengambilan keputusan, termasuk dalam kasus 

alokasi sumber daya. 

3.  Menyediakan perbandingan yang lebih mendalam dari hasil kinerja manajemen 

yang tidak terpengaruh oleh waktu pembayaran tunai dan juga meliputi 

informasi tentang aset lancar, aset tetap, dan kewajiban. 

 IMF menyatakan bahwa memisahkan transaksi berjalan maupun transaksi 

modal berguna untuk menganalisis dampak ekonomi dari kebijakan fiskal. 

Dengan memberikan informasi mengenai depresiasi dan penilaian perubahan aset, 

informasi akrual memungkinkan penilaian yang lebih baik pada kualitas investasi 

pemerintah dan kesinambungan kebijakan fiskal (Athukorala & Reid, 2003). 

 Menurut IMF, basis akrual adalah basis yang menunjukkan akuntabilitas 
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pemerintah. Hal tersebut dikarenakan basis akrual lebih komprehensif dalam 

mencatat semua aliran sumber daya, termasuk transaksi internal, transaksi sejenis 

dan arus ekonomi lainnya. Pencatatan yang luas ini memungkinkan integrasi arus 

dengan perubahan dalam neraca. Dalam kasus apapun, laporan akrual juga 

menyediakan laporan arus kas. Sebaliknya, basis kas biasanya tidak membedakan 

antara biaya dan akuisisi dari aset non finansial (seperti bangunan). Dengan 

metode akrual, akuisisi dari aset non finansial dicatat secara terpisah (Athukorala 

& Reid, 2003). 

2.1.2.2. Pertentangan dalam Penggunaan Basis Akrual 

 Akuntansi akrual, sementara dapat dikatakan berhasil dilaksanakan di 

negara maju, belum berhasil diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi dari banyak 

negara berkembang. Meskipun berbagai upaya telah oleh beberapa negara. Hal ini 

diakui oleh Komite Sektor Publik IFAC bahwa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi sifat dan kecepatan migrasi ke akuntansi akrual meliputi: 

1.  Sistem pemerintahan dan lingkungan politik bangsa 

2.  Apakah reformasi berfokus hanya pada mengubah kerangka pelaporan atau 

meliputi reformasi skala yang lebih luas lainnya 

3.  Apakah perubahan sedang didorong dari "top down" atau "bottom up" 

4.  Basis akuntansi yang digunakan oleh entitas saat ini, kemampuan sistem 

informasi yang ada, dan kelengkapan dan keakuratan dari informasi yang ada, 

terutama dalam kaitannya dengan aset dan kewajiban 

5.  Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran 

6.  Tingkat komitmen politik untuk mengadopsi akuntansi akrual, dan 
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7.  Kapasitas dan keterampilan orang-orang dan organisasi yang bertanggung 

jawab untuk melaksanakan perubahan (Tickell, 2010).  

 Selain itu, OECD mencatat bahwa: 

“The introduction of accrual accounting implies a requirement for substantial 

investment in management information systems in order to support ex-ante 

budgeting requirements and to support improved management practices. It 

requires a cultural change by managers within departments and agencies through 

an understanding and acceptance of how to use the additional information and of 

the potential benefits which it produces, and a commitment to change.” 

 Lebih luas lagi, OECD mengatakan bahwa akuntansi berbasis akrual 

membutuhkan investasi dan dukungan yang besar agar tujuan untuk memperbaiki 

manajemen keuangan publik dapat sepenuhnya terlaksana. Investasi dan 

dukungan tersebut juga harus berupa komitmen besar dari semua pelaku dan 

kesiapan untuk melakukan perubahan besar. Hal ini yang menurut OECD perlu 

dipertimbangkan bagi pemerintah yang ingin beralih ke basis akrual. 

 Wynne (2007) menyatakan bahwa kelemahan utama berpindah ke 

akuntansi berbasis akrual adalah biaya yang akan terjadi dan tingkat kompleksitas 

laporan keuangan yang dihasilkan. IFAC melalui Komite Sektor Publik telah 

merangkum biaya yang akan terjadi dalam memperkenalkan basis akrual dalam 

kategori berikut: 

1.  Mengidentifikasi dan menilai aset yang ada 

2.  Mengembangkan kebijakan akuntansi 

3.  Membangun sistem akuntansi, termasuk pembelian sistem komputer dan 

pengujian piloting system  

4.  Mengembangkan keterampilan yang diperlukan dan memberikan pelatihan 

baik bagi penyusun maupun pengguna informasi keuangan. 
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 Semua hal memiliki sisi baik dan buruk yang dapat diperdebatkan. Begitu 

pula basis akuntansi akrual. Bagi sektor swasta, basis akrual diyakini merupakan 

cara untuk mengukur operasional perusahaan dan menilai kekayaan perusahaan. 

Berbeda bagi sektor pemerintah, basis akrual adalah sebuah hal baru yang cukup 

rumit untuk diimplementasikan dalam sistem perekonomian, proses bisnis, 

maupun budaya pemerintahan suatu negara.  

 Basis akrual diyakini dapat memberikan informasi yang sangat relevan 

dan membantu dalam menilai kondisi finansial sebuah negara. Walau dengan 

keuntungan tersebut, banyak argumen yang tidak mendukung berlakunya 

implementasi akrual dalam sektor pemerintah. 

 Hassan (2013) merangkum argumen-argumen yang mengkritisi 

penggunaan basis akrual dalam sektor pemerintahan. Argumen tersebut dapat 

dikategorikan menjadi 2 tingkatan: tingkat teoritis dan tingkat implementasi. 

Berikut adalah argumen pada tingkat teoritis: 

1.  Sifat sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Kegiatan di sektor publik 

tidak dimaksudkan untuk memperoleh laba, dengan demikian, sistem akuntansi 

yang terutama ditujukan untuk mengukur laba tidak tepat diterapkan di sektor 

publik. 

2.  Prinsip matching cost against revenue tidak berlaku di sektor publik. Hal ini 

karena sebagian besar transaksi di sektor publik adalah transaksi non exchange 

yang berarti bahwa pendapatan yang diterima (misalnya dari pajak) tidak 

memberikan nilai yang sama dalam layanan yang disediakan (misal untuk 

membangun infrastruktur). 
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3.  Aset dalam pemerintahan melingkupi hal-hal yang lebih luas daripada yang 

dimiliki sektor swasta. Aset ini, termasuk infrastruktur, militer dan aset 

warisan, terutama tidak digunakan untuk menghasilkan laba. Selain itu, karena 

sifat aset tersebut adalah unik dibandingkan dengan yang ada di sektor swasta, 

penilaian dan keputusan dan metode yang digunakan untuk depresiasi aset 

yang bisa diperdebatkan. 

4.  Perubahan akuntansi akrual selalu terhubung dengan reformasi sektor publik 

lainnya sehingga harus dilihat sebagai bagian retorika reformasi. 

 Pada tingkat implementasi, argumen yang diperdebatkan adalah berikut: 

1.  Penerapan dan implementasi yang sulit dan mahal. Pelaksanaan akuntansi 

akrual membutuhkan sistem akuntansi dan teknologi yang rumit. Selain itu, 

kadang-kadang pemerintah kekurangan personil akuntansi berkualitas yang 

dapat mengelola sistem. 

2.  Berbeda dengan klaim NPM, dengan menerapkan akuntansi akrual, peran 

manajerial dan politik dalam lingkungan pemerintah menjadi kurang jelas. 

3.  Pelaksanaan akuntansi akrual di sejumlah sektor publik telah menghasilkan 

laporan keuangan membingungkan. 

4.  Manipulasi tidak berkurang, akuntansi akrual di sektor publik adalah sama 

seperti sistem akuntansi lainnya yaitu rawan untuk dimanipulasi. Argumen ini 

menyetujui klaim bahwa sistem tertentu dari akuntansi menawarkan 

transparansi yang lebih besar. 

5.  Beberapa bukti penelitian yang menunjukkan bahwa biaya penerapan dan 

pelaporan akuntansi berbasis akrual mungkin telah melebihi manfaat. 
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 Di Indonesia, penerapan basis akrual baru memasuki tahun pertama. 

Penerapan basis akrual di Indonesia sejatinya adalah pengimplementasian amanat 

undang-undang keuangan negara. Namun memang terkait implementasi basis 

akuntansi akrual ini menimbulkan biaya yang tidak sedikit. Kementerian 

Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan tengah mengembangkan sistem 

yang mengakomodasi basis akuntansi akrual yang dinamakan SPAN dan SAKTI. 

 Aplikasi SAKTI sendiri masih dalam tahap piloting yang saat ini tugasnya 

diambil oleh Aplikasi SAIBA dalam membantu pelaporan keuangan yang pada 

niatannya akan dilakukan oleh Aplikasi SAKTI. Dalam mengembangkan Sistem 

Akuntansi ini, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, namun sayangnya belum 

dapat diukur manfaatnya mengingat Tahun 2015 masih merupakan tahun pertama 

penerapan Akuntansi Berbasis Akrual. 

2.1.2.3. Tantangan Penerapan Basis Akrual pada Pemerintah Indonesia 

 Menurut Tickell (2010), akuntansi akrual, sementara bisa dibilang berhasil 

dilaksanakan di negara maju, namun belum berhasil diintegrasikan ke dalam 

sistem akuntansi di banyak negara berkembang. Hal Ini telah diakui oleh Komite 

Sektor Publik IFAC bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sifat dan 

kecepatan migrasi ke akuntansi akrual meliputi: 

1.  Sistem pemerintahan dan lingkungan politik negara 

2.  Basis akuntansi yang digunakan oleh entitas, kemampuan sistem informasi 

yang ada, dan kelengkapan dan keakuratan dari informasi yang ada, terutama 

dalam kaitannya dengan aset dan kewajiban 

3.  Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran 

4.  Tingkat komitmen politik untuk adopsi akuntansi akrual, dan 
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5.  Kapasitas dan keterampilan orang-orang dan organisasi yang bertanggung 

jawab untuk melaksanakan perubahan. 

 PWC pada tahun 2013 melakukan survei yang menganalisis aspek-aspek 

kunci dari akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah selama 12 bulan 

terhadap 140 Negara mencakup semua wilayah geografis dan semua tingkat 

perkembangan. Survei berakhir di bulan Maret 2013 dan PWC lalu menerbitkan 

laporan hasil survei yang berjudul Towards a New Era in Government Accounting 

and Reporting pada Bulan April 2013. Dalam survei tersebut disebutkan bahwa 

konversi ke akuntansi akrual membutuhkan komitmen yang signifikan terhadap 

sumber daya dalam hal waktu, tenaga, dan uang.  

 Hal ini juga menuntut keterampilan khusus dan pergeseran total dalam 

pola pikir orang-orang di semua tingkatan organisasi. Sistem Teknologi Informasi 

perlu ditingkatkan atau sistem baru agar dapat dirancang untuk mendukung 

perubahan. Komitmen dari manajemen senior dan politisi sangat penting untuk 

mengamankan sumber daya yang diperlukan dan mempromosikannya dalam 

internal pemerintahan. 

 Survei yang dilakukan PWC tersebut juga memberikan gambaran akan 

tantangan yang akan dihadapi saat melakukan konversi ke akuntansi akrual seperti 

pada gambar berikut ini: 
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 Sumber: PwC Global survey on accounting and reporting by central governments 

 Berdasarkan gambar diatas terdapat lima tantangan dalam penerapan 

akuntansi berbasis akrual di pemerintahan: 

a.  Kurangnya Staf yang terlatih 

  Akuntansi akrual lebih kompleks daripada akuntansi kas. Hal ini 

membutuhkan keahlian teknis akuntansi yang lebih besar, peningkatan 

professional judgement, dan keterlibatan yang lebih besar dari staf non 

akuntansi dalam proses pengambilan keputusan. Lebih dari setengah responden 

survei mengidentifikasi kurangnya staf yang terlatih sebagai tantangan utama 

yang dihadapi oleh pemerintah ketika menerapkan akuntansi akrual. Keahlian 

yang dibutuhkan tidak terbatas untuk memahami konsep-konsep akrual dasar; 

pengetahuan teknis yang diperlukan untuk area akuntansi yang kompleks 

seperti instrumen keuangan, imbalan kerja, penilaian properti dan konsolidasi, 

tersebut hanya beberapa contoh. Pelatihan staf juga diperlukan pada tingkat 

operasional di bidang-bidang seperti manajemen aset tetap dan persediaan. 

  Hal ini juga dialami di pemerintahan Indonesia, dapat terlihat dari 

kurangnya tenaga akuntan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah. 
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Sistem rekrutmen PNS yang tidak terlalu mempermasalahkan jurusan 

pendidikan terutama pada saat penempatan, menjadi sebuah kendala tersendiri 

karena harus membuat pelatihan terkait akuntansi terhadap staf di bagian 

keuangan pada instansi pemerintah. 

b.  Sistem Teknologi Informasi 

  Banyak pemerintahan yang mengakui bahwa sistem teknologi informasi 

yang tepat perlu untuk mencatat dan melaporkan data yang diperlukan untuk 

akuntansi akrual (misalnya menambahkan rincian barang dan jasa yang 

diterima di alur kerja akun beban, mengembangkan cara-cara baru pelaporan 

dan mengkomunikasikan informasi keuangan, dll). Keahlian teknis teknologi 

informasi dan perencanaan sumber daya organisasi diperlukan dari awal proses 

konversi, seperti dalam kegiatan seperti arsitektur sistem dan desain, melalui 

kegiatan terintegrasi termasuk pelatihan staf untuk entri data dan manajemen. 

  Ruang lingkup entitas pelaporan pemerintah harus dipertimbangkan ketika 

merancang solusi teknologi informasi untuk semua entitas konsolidasi dan 

beberapa fungsi keuangan termasuk pengadaan, penganggaran, akuntansi dan 

perbendaharaan. 

  Awal pelaksanaan bisa dilakukan dengan sistem piloting dengan 

pertimbangan di masa depan terhadap sistem lokal yang dapat diintegrasikan. 

Banyak entitas sektor publik menggunakan adopsi akrual mereka sebagai 

kesempatan untuk mendirikan sebuah sistem terintegrasi dan meningkatkan 

fungsi keuangan mereka dengan fungsi baru seperti akuntansi biaya dan 

anggaran. 
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  Sistem teknologi informasi harus dikonfigurasi sehingga dapat menangkap 

semua input data yang diperlukan dalam rangka menghasilkan output yang 

diperlukan (yaitu laporan berbasis akrual). Di area aset tetap, misalnya, sistem 

dan proses harus di tempat untuk menangkap informasi melalui perimeter 

sangat besar dan menyelesaikan masalah teknis yang rumit. Dalam beberapa 

kasus, pemerintah mungkin memiliki aset terdaftar tetapi informasi yang 

tersedia tidak selalu lengkap dan perangkat lunak tidak dirancang dari awal 

untuk terintegrasi dengan data akrual yang diperlukan. 

  Perlu komitmen kuat dari Kementerian Keuangan sebagai pembangun 

standar, terkait pengembangan sistem teknologi informasi keuangan ini. 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia saat ini tengah mengembangkan 

sistem teknologi informasi yang terintegrasi yang dinamakan SAKTI (Sistem 

Akuntansi Instansi) dan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). 

c.  Kurangnya Komitmen dari Pimpinan dan Politisi 

  Komitmen yang kuat dari manajemen senior dan politisi penting untuk 

meningkatkan dukungan dan partisipasi pemangku kepentingan utama dan 

mempromosikan manfaat akuntansi akrual kepada seluruh organisasi. Konversi 

ke akuntansi akrual mencakup banyak orang dan proses pengambilan 

keputusan. 

  Pergeseran yang signifikan diperlukan dalam pola pikir manajemen, staf, 

dan pemangku kepentingan lainnya dan manajemen perubahan yang efektif 

sangat diperlukan untuk mencapai pergeseran ini dan memastikan transisi yang 

sukses secara keseluruhan. Proses perubahan manajemen harus disesuaikan, 

termasuk untuk pelatihan, manajemen proyek, kampanye kesadaran dan 
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perubahan organisasi. Perubahan manajemen harus mengambil pendekatan 

holistik mempertimbangkan seluruh organisasi dan tidak hanya berfokus pada 

bagian akuntansi. 

d.  Biaya Konversi 

  Transisi ke standar berbasis akrual mungkin memerlukan investasi yang 

signifikan, yaitu di teknologi informasi dan pengembangan kapasitas. Namun, 

manfaat dalam hal peningkatan transparansi dan perbaikan pengelolaan 

keuangan publik harus jelas lebih besar daripada biaya. 

e.  Dampak yang Diharapkan Dari Angka yang Dilaporkan 

  Dampak yang diharapkan dari angka yang dilaporkan diidentifikasi 

sebagai penghalang utama hanya 18% dari responden. Perhatian terutama 

berkaitan dengan pelaporan tingkat kewajiban pemerintah yang sebenarnya, 

termasuk kewajiban pensiun dan kewajiban yang timbul dari berbagai transaksi 

keuangan. 

 

2.1.3. Akuntansi Perpajakan 

2.1.3.1. Pengertian Akuntansi Perpajakan 

 Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. 

Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu 

transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. 

Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh 

pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin 

negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara 

langsung.  
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 Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan 

pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan 

dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan 

dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat 

Pemberitahuan Tahunan.  

“Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk 

dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi akuntansi 

perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang 

dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah 

perhitungan perpajakan” (Waluyo, 2014).  

 Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan 

oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak 

sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai 

dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam 

sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan kepatuhan 

perpajakan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012).  

 Penyusunan laporan keuangan ini diperlukan untuk mempermudah 

perusahaan dalam melaporan harta/kekayaan dan juga penghasilan serta biaya 

yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Perusahaan memerlukan jenis 

laporan laba/rugi untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada tahun 

pajak tertentu.  
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2.1.3.2. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan  

1. Pembukuan  

 Berdasarkan ketentuan pasal 28 UU KUP beserta penjelasannya, 

pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut :  

a)  Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas dan wajib pajak badan menyelenggarakan pembukuan.  

 Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib 

melakukan pencatatan adalah :  

a)  Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma 

penghasilan netto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan penerimaan 

penghasilan lainnya.  

b)  Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas. Pencatatan hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan dan 

penghasilan netto yang merupakan objek pajak.  

 Informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terhutang dan 

verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan 

jumlah utang pajak tersebut. Pentingnya pembukuan untuk perpajakan antara lain:  

a)  Mempermudah Wajib Pajak (WP) mengisi SPT.  

b)  Mempermudah perhitungan pengahsilan kena pajak.  

c)  Penyajian informasi tentang posisi financial dan hasil usaha untuk bahan 

analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan.  
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 Persyaratan Pembukuan akuntansi pajak antara lain: 

a)  Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya  

b)  Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan tentang harta, kewajiban, utang, 

modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian  

 

c)  Ditutup setiap akhir tahun dengan membuat Neraca dan Laporan L/R 

berdasarkan prinsip pembukuan yang taat azas (konsisten) dengan tahun 

sebelumnya.  

d)  Diselenggarakan dengan huruf latin, angka Arab, dengan bahasa Indonesia dan 

satuan mata uang rupiah (atau dengan bahasa Inggris dan mata uang US$ 

dengan ijin Menteri Keuangan.  

e) Pembukuan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang 

berhubungan dengan kegiatan usaha (pekerjaan bebas) harus disimpan selama 

10 tahun.  

 Wajib pajak yang sudah mampu melakukan pembukuan untuk tujuan 

Pajak, namun tidak melakukannya penghasilan netonya dihitung berdasar norma 

perhitungan, pajak yang kurang dibayar dari hasil penerapan norma perhitungan 

akan dikenai sanksi berupa kenaikan pajak 50% atau 100% dari pajak yang 

kurang dibayar (pasal 13 ayat 3) UU KUP.  

2. Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial  

 Perbedaan Akuntansi Pajak dengan Akuntansi komersial antara lain: 

1.  Tujuan: Akuntansi komersial menyediakan laporan & informasi keuangan serta 

info lain kepada pihak pengambil keputusan. Sedangkan akuntansi pajak 
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menyajikan laporan ekuangan & informasi lain (tax compliance) kepada 

administrasi pajak. Undang-undang Pajak memiliki prioritas untuk dipatuhi di 

atas praktek dan kelaziman akuntansi. 

2. Laporan Keuangan:  Laporan keuangan pajak adalah laporan keuangan yang 

disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-undang pajak tidak 

mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan 

pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan pengahasilan maupun 

biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi 

terhadap laporan keuangan. Sedangkan Laporan keuangan komersial menurut 

Nayla (2013:9) adalah catatan keuangan perusahaan selama kurun waktu 

tertentu yang artinya, segala aktivitas perusahaan, baik yang mencatat 

pemasukan maupun pengeluaran, merupakan data yang harus dicatat di dalam 

laporan keuangan. Laporan keuangan mengambarkan pos-pos keuangan 

perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya dikenal 

beberapa macam laporan keuangan seperti :  

1) Neraca;  

2) Laporan Laba-Rugi;  

3) Laporan Perubahan Modal;  

4) Laporan catatan atas laporan keuangan;  

5) Laporan kas  

3. Koreksi keuangan: Suandy (2014) mengatakan koreksi fiskal merupakan suatu 

penyesuaian yang dilakukan sebelum menghitung Pajak Penghasilan bagi 

wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi dan kemudian disusun menjadi 
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suatu bentuk laporan yang disebut laporan keuangan fiskal. Terdapat dua 

perbedaan dalam koreksi fiskal yaitu:  

(1)  Perbedaan waktu (timing differences) adalah perbedaan yang bersifat 

sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan 

dan beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi 

keuangan.  

(2)  Perbedaan tetap/permanen (permanent differences) adalah perbedaan yang 

terjadi karena perhitungan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda 

dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian 

hari.  

4. Lembaga Pembuat Ketentuan: Akuntansi pajak menggunakan metode, 

prosedur dan teknik akuntansi dipengaruhi hukum pajak berdasarkan : (a) 

Undang-Undang Perpajakan; (b) Peraturan pemerintah; (c) Keputusan 

Presiden; (d) Keputusan Menteri; (e) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. 

Keputusan pengadilan pajak merujuk kepada ketentuan akuntansi perpajakan 

seperti majelis pertimbangan pajak, peradilan tata usaha negara, peradilan 

pidana, dan lembaga peradilan lainnya.  

3. Konsep Dasar dan Tujuan Akuntansi Perpajakan  

 Tujuan Kebijakan Perpajakan :  

a.  Aspek Alokasi  

 Tax policy diarahkan pada sikap netral (tidak/cenderung pengaruhialokasi & 

diserahkan pada mekanisme pasar).  

b. Aspek Distribusi  
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 Diarahkan untuk pengaruhi penyebaran pemilikan atau penguasaan faktor-

faktor produksi dan pemerataan hasil pembangunan.  

c. Aspek Stabilisasi  

 dilakukan melalui politik perpajakan, dimana pemerintah melakukan stabilitas 

ekonomi dengan tingkat pendayagunaan tertentu, SDM, stabilitas harga dan 

tingkat inflasi.  

 Konsep dasar laporan keuangan komersial terdiri dari :  

a.  Dasar akrual (accrual basis)  

 Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada 

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar atau dicatat dalam catatan 

akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan.  

b.  Mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat (proper matching 

cost and revenue) melibatkan pengakuan penghasilan dan beban atau 

bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi 

atau peristiwa lain yang sama.  

c.  Konservatif (conservative)  

 Konservatif yaitu konsep hati-hati, mungkin rugi yang di taksir sudah diakui 

sebagai kerugian, dengan membentuk penyisihan (cadangan) pada akhir tahun 

atau dengan membuat adjustment, contoh: penyisihan kerugian piutang, 

penyisihan potongan penjualan, penyisihan retur penjualan, penyisihan klaim, 

penyisihan setelah biaya penjualan, penyisihan penurunan nilai surat-surat 

berharga, penilaian persediaan dengan metode harga pokok dan harga pasar 

mana yang lebih rendah, kerugian piutang (metode langsung dan metode 

penyisihan).  
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d.  Materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar dalam 

penilaian laporan keuangan komersial.  

 Konsep dasar laporan keuangan fiskal terdiri dari :  

a.  Akrual Stelsel (stelsel accrual)  

 Pengaruh transaksi mengakui penghasilan pada saat diperoleh penghasilan, 

walaupun penghasilan tersebut belum diterima tunai, dan mengurangkannya 

dengan biaya-biaya pada saat biaya tersebut terutang, walaupun biaya tersebut 

belum dibayar tunai. Sebagai contoh misalnya: pengeluaran untuk suatu 

pembayaran dimuka.  

b. Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara 

penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan (proper matching 

taxable income and deductible expense) sesuai dengan prinsip 3M 

(mendapatkan, menagih, dan memelihara) penghasilan, beban (expense) yang 

dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak (taxable income) adalah beban 

yang timbul dalam hubungannya dengan penghasilan (match and link). Dalam 

suatu transaksi akan melibatkan lebih dari satu pihak lainnya akan 

membukukan sebagai beban.  

c.  Konservatif tidak digunakan.  

d.  Materialistis digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar 

dalam penilaian laporan keuangan komersial tidak digunakan (selain bank dan 

sewa guna usaha dengan hak opsi, hanya diperkenankan dengan metode 

langsung).  
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2.1.3.3. Prinsip Akuntansi Perpajakan  

 Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak meliputi: (Muljono & 

Wicaksono, 2009)  

1)  Kesatuan akuntansi  

a)  Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.  

b)  Ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik.  

 Berdasarkan pasal 28 ayat 7 UU KUP, pada dasarnya pembukuan harus 

memisahkan hara dari wajib pajak.  

2) Kesinambungan  

 Prinsip kesinambungan mengandung arti bahwa suatu entitas ekonomi 

diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan 

dibubarkan. Berdasarkan pasal 28 ayat 11 UU KUP, data-data yang berkaitan 

dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia paling tidak dalam 

jangka 10 tahun.  

3)  Harga pertukaran yang obyektif  

 Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang. Transaksi antara 

penjual dan pembeli akan menghasilkan harga pertukaran, yang oleh penjual 

disebut harga jual dan oleh pembeli disebut harga perolehan (cost). 

Berdasarkan pasal 18 ayat 3 UU PPh ditentukan bahwa Direktur Jenderal Pajak 

berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan .  

 

 



37 
 

 
 

4)  Konsistensi  

 Prinsip konsistensi mengandung arti bahwa penggunaan metode dalam 

pembukuan tidak diperbolehkan berubah-ubah. Berdasarkan pasal 28 ayat 5 

UU KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip konsisten.  

5)  Konservatif  

 Prinsip ini mengandung arti kemungkinan rugi (belum direalisasi, masih 

merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian, dengan cara membentuk 

penyisihan atau cadangan.  

 

2.1.4. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan 

 Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada 

suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan 

dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan laporan keuangan. 

Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah yang 

pertama dicatat pada saat suatu transaksi terjadi. Pengakuan merupakan proses 

penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan terhadap suatu kejadian atau peristiwa 

dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur 

aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja (beban), dan pembiayaan 

sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang 

bersangkutan (Winarna, 2006). 

 Lebih lanjut Winarna (2006) juga menjelaskan bahwa kriteria minimum 

yang perlu dipenuhi oleh suatu transaksi atau kejadian untuk diakui yaitu apabila: 
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a.  Manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut 

kemungkinan akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan 

yang bersangkutan; 

b.  Transaksi atau kejadian tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur 

atau diestimasi dengan andal. 

 Aspek lain yang juga menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah 

suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan yaitu aspek materialitas. 

Dalam PP 71 Tahun 2010. Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi 

Pemerintahan, Paragraf 84 menjelaskan bahwa pengakuan akuntansi merupakan 

proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa 

dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur 

aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, 

dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan 

yang bersangkutan. Sedangkan definisi pengukuran menurut PP No. 71 Tahun 

2010 dijelaskan dalam paragraf 98 yaitu proses penetapan nilai uang untuk 

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. 

 Jones & Maurice (2000) menyatakan bahwa terdapat perbedaan 

pengakuan pendapatan antara sektor swasta dengan sektor publik, pada sektor 

swasta cenderung mengakui pendapatan ketika suatu tagihan telah diterbitkan, 

sedangkan pada sektor publik umumnya, pendapatan diakui ketika kas diterima. 

Definisi akuntansi akrual sesuai dengan SSAP 2 yaitu: 

“Revenue and costs are accrued (that is, recognized as they are earned or 

incurred, not as money is received or paid), matched with one another so far as 

their relationship can be established or justifiably assumed, and dealth with in the 

profit and loss account of the periode to which they relate; provided that where 

the accruals concept is inconsistent with the prudence concept, the latter 

prevails.” 
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 Mengacu kepada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, dalam Paragraf 95 Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual 

Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa pendapatan-LO diakui ketika hak atas 

pendapatan tersebut timbul atau masuknya sumber daya ekonomi. Pendapatan 

diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas 

belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas 

pelaporan. 

 Pendapatan LO menyebabkan munculnya piutang pajak dan piutang bukan 

pajak berasal dari pendapatan dalam Neraca, sesuai Paragraf 49 Lampiran 1.02 

PSAP 01 diakui sebatas potensi piutang yang dapat ditagih sejalan dengan 

Paragraf 67 dan 68 Lampiran 1.02 PSAP 01 (Hoesada, 2013). Secara lengkap 

Paragraf 67 dan 68 dimaksud yaitu sebagai berikut: 

67)  Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh 

pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 

68)  Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau 

kepenguasaannya berpindah. 

 Sedangkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdapat 

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di antaranya yaitu Substansi 

Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form). Maksud dari prinsip 

tersebut yaitu transaksi atas suatu peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan 

substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya aspek formalitasnya. Dengan 

demikian, apabila ada suatu peraturan atau undang-undang yang bertentangan 

dengan prinsip akuntansi, maka mengacu kepada prinsip tersebut, akuntansi 

seharusnya mencatat sesuai substansinya. 



40 
 

 
 

 Pendapatan berbasis akrual hanya diakui apabila jumlah dan waktu 

ketertagihan dapat diperkirakan secara andal, kemungkinan direalisasi 

(ketertagihan) adalah besar (probable). Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka 

pendapatan diakui ketika pendapatan diterima dan dicatat sebesar penerimaan 

tersebut (basis kas karena alasan kepraktisan akuntansi/expediency). 

 Apabila pendapatan diakui dan dicatat ketika terjadinya penerimaan kas di 

KUN/KUD, maka hal tersebut merupakan penyimpangan dari standar berbasis 

akrual paripurna. Paragraf 109 dan 110 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan 

Keuangan mengatur tentang pengungkapan yang memadai atas basis-basis 

pengukuran yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Kebijakan-

kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan di antaranya 

yaitu pengakuan atas pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan 

Operasional, pengakuan beban dan belanja, serta penjabaran dalam mata uang 

asing. 

 IPSAS 9 dalam Suryanovi & Purwanti (2013), yang dalam pemaparan 

objektif-nya menyatakan bahwa: “The primary issue in accounting for revenue is 

determining when to recognize revenue.” Selanjutnya dalam paparan objektif 

tersebut dinyatakan pula bahwa kriteria untuk mengakui pendapatan adalah 

sebagai berikut: “Revenue is recognized when it is probable that (a) future 

economic benefits or service potential will flow to the entity, and (b) these benefits 

can be measured reliably.” Permasalahannya terletak pada kemampuan untuk 

mengidentifikasikan pada titik mana suatu kejadian dianggap telah memenuhi 

kedua kriteria tersebut agar dapat diakui sebagai pendapatan. 
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 Kriteria pengakuan pendapatan yaitu sebagai berikut “They cannot 

recognized until they are both measurable and available to finance expenditures 

of fiscal policy.” Kutipan dari GASB terkait pengakuan pendapatan pajak oleh 

pemerintah sebagai berikut “Governments should recognize the taxes as revenue 

during the period in which the income is earned” (Granof & Khumawala., 2013). 

 Mulyana (2011) menuliskan permasalahan-permasalahan krusial dalam 

penyusunan kebijakan akuntansi atas penerapan akuntansi berbasis akrual. 

Permasalahan krusial tersebut di antaranya adalah atas kriteria pengakuan 

pendapatan pajak. Kendala terbesar yang dihadapi oleh pemerintah adalah atas 

ketepatan waktu dan keandalan informasi yang diperoleh atas pajak yang 

seharusnya diakui pemerintah khususnya atas pajak yang metode pemungutannya 

self assessment (Wajib Pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya).  

 Hak Negara atas pajak yang dipungut menjadi belum final karena Wajib 

Pajak masih memungkinkan untuk mengajukan restitusi. Standar akuntansi 

pemerintah harus menciptakan kriteria yang jelas atas pengakuan pendapatan 

pajak. Contohnya seperti yang diterapkan oleh State and Local Governments di 

Amerika, pendapatan diakui jika terpenuhinya kriteria measurable dan available. 

 

2.2. Kerangka Berpikir Konseptual 

 Kerangka teoritis merupakan suatu kerangka pemikiran yang 

menggambarkan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat yang ingin 

diuji atau dianalisis melalui penelitian yang dilakukan.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Ardhiana Wahyu Saputro (2010) 

melakukan penelitian atas kesiapan implementasi akuntansi akrual di Pusat 
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Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum, Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan, Kementerian Keuangan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum telah didukung oleh kebijakan 

managerial dan organisasional namun belum didukung oleh kebijakan pada 

tingkat teknis pelaksanaan. 

 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rafliska Septarina Mangoloi 

(2012) dalam penelitian terhadap kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrual 

pada Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum 

siap sepenuhnya dalam penerapan berbasis akrual. 

 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abdul Gani Dalimunthe (2016) 

mengenai analisis basis akuntansi pendapatan pajak penghasilan pada Direktorat 

Jenderal Pajak. Simpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa basis akuntansi 

yang paling tepat digunakan untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan pajak 

penghasilan adalah basis akuntansi akrual modifikasi (modified accrual). 

 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018) mengenai budaya 

organisasi terhadap kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi.. Simpulan 

dari penelitian tersebut adalah bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap 

kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi. Budaya organisasi memberikan 

pengaruh sebesar 27,4% terhadap kesuksesan penerapan sistem informasi 

akuntansi. Artinya 27,4% kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi 

disebabkan atau dapat dijelaskan oleh Budaya organisasi yang kuat. Semakin kuat 

budaya organisasi maka kesusksesan penerapan system informasi akuntansi 

keuangan daerah dapat tercapai. 
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 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hanum, Rukmini, & Hasibuan, 

(2022), mengenai Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Modal 

Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Simpulan dari penelitian tersebut adalah 

bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2019. 

 PT. Merapi Utama Pharma Medan termasuk pedagang besar Farmasi yang 

produknya berupa jasa di bidang pendistribusian alat-alat kesehatan, obat-obatan, 

cairan infuse dan peralatanya, serta makanan kesehatan. PT. Merapi Utama 

Pharma ini menyalurkan barang-barang dari perusahaan atau biasa disebut 

Prinsipal ke rumah sakit, apotik, outlet, supermarket maupun mini market. Dalam 

rangka menyajikan laporan keuangan wajib menyelenggarakan proses pembukuan 

dengan menerapkan basis akuntansi akrual yang berpedoman pada PSAK yang 

berlaku. Disisi lain bahwa PT. Merapi Utama Pharma Medan sebagai Wajib Pajak 

juga memiliki kewajiban perpajakan dengan menerapkan akuntansi perpajakan 

mengacu pada Ketentuan Umum Perpajakan ( K U P ).  

 Untuk kepentingan perpajakan, terdapat perbedaan pengakuan atas 

beberapa biaya yang diakui sesuai PSAK sebagai pedoman standar dalam 

penerapan sistem akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan komersial, 

namun tidak diakui menurut Akuntansi Perpajakan sesuai dengan Ketentuan 

Umum Perpajakan.  

 Akibatnya terjadi Koreksi (Koreksi Fiskal) atas beberapa unsur biaya yang 

tidak diakui tersebut dan terhadap biaya yang tidak diakui tersebut dilakukan 
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penyesuaian dengan menerapkan akuntansi perpajakan mengacu pada Ketentuan 

Umum Perpajakan. Hasil koreksi fiskal akan menyajikan Laporan Keuangan 

Fiskal sebagai dasar perhitungan pajak yang menjadi kewajiban perusahaan. 

 Gambaran kerangka berpikir konseptual dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Konseptual 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2016) 

penelitian deskriptif merupakan model penelitian yang berusaha menggambarkan 

dan menginterprestasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini dilakukan 

dengan mengumpulkan data data penelitian yang diperoleh dari PT. Merapi 

Utama Pharma Medan untuk menguraikan tentang pencatatan akuntansi berbasis 

akrual berdasarkan data yang ada untuk disimpulkan, diolah, kemudian 

dibandingkan dengan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan 

dalam penelitian yang dideskripsikan adalah tentang “Analisis Penerapan 

Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Pendapatan menurut Undang-Undang 

Perpajakan Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan”. 

 

3.2. Definisi Operasional 

 Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu 

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variable yang 

sama. Menurut Arikunto (2019) “variabel adalah obyek penelitian atau apa yang 

menjadi titik perhatian atau penelitian’’.  

 Definisi Operasional variabel bertujuan untuk melihat sejauh mana variable 

variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan 
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faktor-faktor lainnya. Analisis akuntansi perpajakan pada perusahaan yaitu 

melakukan analisis terhadap proses pencatatan akuntansi hingga pelaporan 

akuntansi pajak perusahaan. 

 Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah :  

1. Akuntansi Berbasis Akrual 

 Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul (Pemerintah 

Republik Indonesia, 2010). Transaksi dan peristiwa ekonomi dicatat dan 

dilaporkan ketika terjadi, terlepas dari kapan transaksi kas terjadi. International 

Federation of Accountants (2011) dalam Transition to The Accrual Basis of 

Accounting: Guidance for Public Sector Entities mengatakan akuntansi akrual 

memberikan informasi tentang posisi keuangan secara keseluruhan dan 

ketersediaan atas aset dan kewajiban sebuah entitas. 

2.  Akuntansi perpajakan  

 Akuntansi perpajakan bertujuan untuk menyajikan informasi perpajakan 

kepada administrasi pajak. Karena menyangkut dengan fiskus, maka akuntansi 

perpajakan, baik metode, produre, dan teknik pencatatan dan penilaiannya 

harus selalu berkaitan dengan hukum pajak. 

 

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat penelitian yang dipilih adalah PT. Merapi Utama Pharma Medan 

yang berlokasi di Jalan Tapian Nauli Pasar 1 No. 5 Kec. Sunggal, Kel. Medan 
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Sunggal, Medan 20138. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan April 

2023 sampai September 2023 dengan format sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1. Rencana Jadwal Penelitian 
 

No. 

Aktivitas 

Penelitian 

Apri 

2023 

Mei 

2023 

Juni 

2023 

Juli 

2023 

Agustus 

2023 

September 

2023 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penelitian 

Pendahuluan 

(prariset) 

  

2 Penyusunan           

proposal 

   

3 Pembimbingan 

Proposal 

   

4 Seminar Proposal    

5 Penyempurnaan 

Proposal 

  

6 Pengumpulan Data    

7 Pengolahan dan 

analisis data 

   

8 Penyusunan skripsi 

(laporan 

penelitian) 

   

9 Pembimbingan 

Skripsi 

   

10 Sidang meja hijau    

11 Penyempurnaan 

skripsi dan 

penulisan jurnal 

   

 

3.4.  Jenis dan Sumber Data Penelitian 

 Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a.  Data kuantitatif yaitu jenis data yang dinyatakan dalam bentuk angka  

b.  Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. 

Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam tekhnik pengumpulan data 

misalnya analisis data, dan diskusi terfokus.  

 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:  

a.  Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui teknik 

observasi, dimana data ini memerlukan pengolahan yang lebih lanjut.  

b.  Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berupa dokumentasi yaitu laporan 

keuangan PT. Merapi Utama Pharma Medan.  
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah :  

1.  Observasi (Pengamatan) adalah peninjauan langsung pada objek penelitian 

dengan maksud mencatat data-data yang ada di lapangan tentang penerapan 

Standar Akuntansi Indonesia dan penerapan perpajakan.  

2.  Wawancara (Interview) adalah mengadakan wawancara langsung dengan 

pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.  

3.  Dokumentasi adalah memperoleh informasi lewat fakta yang tersimpan seperti 

dalam bentuk surat,catatan,data perusahaan,laporan keuangan, dan sebagainya.  

 

3.6. Teknik Analisis Data 

 Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah :  

Metode Analisis Deskriptif : data dikumpulkan, dikelompokan, kemudian 

ditafsirkan sehingga dapat menjadikan kesimpulan umum dan dibandingkan 

dengan teori agar dapat diketahui perbedaan diantara keduanya, dari perbandingan 

teori dan hasil laporan penelitian tersebut, diambil kesimpulan dan saran. Dari 

hasil perbandingan ini, maka diajukan saran-saran yang mungkin ada manfaatnya 

bagi perusahaan dimasa mendatang.  

 Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :  

1.  Mengumpulkan data yang di peroleh  

2.  Menganalisis data yang diperoleh  

3.  Menganalisis penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap pendapatan pada 

PT. Merapi Utama Pharma Medan 
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4.  Melakukan konfirmasi atas data yang diperoleh dengan melakukan observasi 

ke perusahaan.  

5.  Menganalisis penyebab adanya perbedaan pengakuan biaya antara laporan 

keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal  

6.  Menarik Kesimpulan.  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Sejarah Singkat PT. Merapi Utama Pharma 

 PT. Merapi Utama Pharma didirikan sejak tahun 1973, yaitu sejak 

diubahnya status perusahaan dari CV. Merapi Trading menjadi PT. Merapi Utama 

Pharma. PT. Merapi Utama Pharma adalah termasuk pedagang besar farmasi yang 

produknya berupa jasa di bidang pendistribusian alat-alat kesehatan, obat-obatan, 

cairan infuse dan peralatannya, serta makanan kesehatan. PT. Merapi Utama 

Pharma ini menyalurkan barang-barang dari perusahaan atau biasa disebut 

Principal kerumah sakit, apotik, outlat, supermarket maupun mini market. 

 PT. Merapi Utama Pharma termasuk dalam kategori pedagang besar 

farmasi karena bergerak di bidang pendistribusian obat-obat dan alat-alat 

kesehatan dan mendapatkan izin dari Departemen Kesehatan.  Ada sekitar 30 

perusahaan (principal) pemroduksi alat kesehatan dan obatobatan yang 

bekerjaama dengan PT. Merapi Utama Pharma. Ketigapuluh Principal tersebut 

adalah : 

1. Otsuka Indonesia  

2. Samco Farma 

3. Abbot Indonesia  

4. Graha Farma 

5. Widatra Bhakti  

6. Metz Farma 

7. Meiji Indonesia  

8. Fuji X-Ray 

9. Cendo  

10. Indofarma 
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11. Bernofarm  

12. Paramount Bed Indonesia 

13. HOE Pharmaceutical  

14. CIB Sanquin 

15. Kimia Farma  

16. Azlindo Anugerah Lestari 

17. Johnson & Johnson  

18. PPI (Daichi) 

19. SNA Menika  

20. Pharma Life 

21. Synthes  

22. Wooshin Medics 

23. Amerta Indah Otsuka  

24. Mitramas Prestasi 

25. Ahmadaris  

26. Ekaswara Sentra Asia 

27. Bio Farma  

28. Hisamitshu Pharma Indonesia 

29. Kyowa Hakka  

30. Medikon Prima Laboratories 

 

 PT. Merapi Utama Pharma pusat terletak di Jl. Cilosari No 25 Jakarta yang 

memiliki 27 cabang yang tersebar di kota-kota besar Indonesia, dan salah satu 

cabangnya ada di kota Medan yang terletak di Jalan Tapian Nauli Pasar 1 No. 5 

Kec. Sunggal, Kel. Medan Sunggal, Medan 20138. 

 

4.1.2. Visi dan Misi PT. Merapi Utama Pharma 

Visi 

Menjadi perusahaan farmasi dan distribusi kesehatan dipercaya dengan 

memberikan layanan terbaik dan nilai tambah bagi kesehatan yang lebih baik di 

seluruh Indonesia. 

Misi  

Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai aset yang paling 

berharga perusahaan. 
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Mendistribusikan produk farmasi dan kesehatan yang berkualitas terus menerus 

untuk pelanggan. 

Mengembangkan sistem informasi untuk meningkatkan bisnis dan meningkatkan 

pelayanan kepada pelanggan. 

Memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan melalui manajemen yang 

efektif dan efisien. 

 

4.1.3. Peran dan Fungsi PT. Merapi Utama Pharma 

 PT. Merapi Utama Pharma cabang Medan ini berbentuk Badan Usaha 

Perseroan yaitu PT (Perseroan Terbatas) kategori PBF (Pedagang Besar Farmasi). 

Izin pendiriannya ialah : 31027 / PBF/ CAB-18 / X / 98, yang disahkan pada 

tanggal 7 Nopember 1998 bulan tambahan berita Negara republik Indonesia.  

 PT. Merapi Utama Pharma cabang Medan bertugas untuk membantu PT 

Merapi Utama Pharma pusat mendistribisikan produk-produk principal colega 

(yang tersebut di atas) ke wilayah Medan dan sekitarnya.  

Permasalahan kerjasama dengan Principal mana dan bagaimana caranya adalah 

tugas dari PT. Merapi Utama Pharma pusat baik secara langsung maupun melalui 

rekomendasi dari PT. Merapi Utama Pharma cabang. Sehingga semua sistem yang 

ada di PT. Merapi Utama Pharma cabang semuanya terpusat pada PT. Merapi 

Utama Pharma Jakarta. 

 

4.1.4. Struktur Organisasi PT. Merapi Utama Pharma Medan 

 Struktur organisasi yang ada di PT. Merapi Utama Pharma cabang Medan 

adalah bentuk organisasi lini (garis), yaitu kepala Cabang (Manager Cabang) 
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membawahi langsung setiap bagian atau unit yang ada, sedangkan unit-unit 

tersebut membawahi sub-sub unit. Lihat pada gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: PT. Merapi Utama Pharma cabang Medan (2023) 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Merapi Utama Pharma cabang 

Medan 

 

4.1.5. Personalia dan Ketenagakerjaan 

Karyawan PT. Merapi Utama Pharma cabang Medan secara keseluruhan, 

adalah sebagai berikut (berdasarkan jabatan). Data jumlah Karyawan PT. Merapi 

Utama Pharma cabang Medan. 

 

 

 

Manager Cabang 

FSS 

Med. Food Rep Salesman 

IV Team Consultan HCBX PBX Kasie K. Gudang 

Staf Gudang Mobil Box 

Motor Box 

CSO 

Kasir 

Admin. Klaim 

Pool Faktur 

Fakturis 
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Tabel 4.1. Jumlah karyawan PT. Merapi Utama Pharma Cabang Medan 

Jabatan 

Pendidikan Terakhir 

Jumlah 

Sarjana/D3 SLTA/Sederajat 

Manajer Cabang 1 orang  1 orang 

CSO/AA.P 1 orang  1 orang 

Kepala Gudang 1 orang  1 orang 

Kasie 1 orang  1 orang 

FSS 1 orang  1 orang 

1 V Team 3 orang  3 orang 

ME Consultan 1 orang  1 orang 

HCBX 1 orang  1 orang 

PBX 1 orang  1 orang 

Staf Gudang 3 orang  1 orang 

Mobil Box - 5 orang 5 orang 

Motor Box - 3 orang 3 orang 

Kasir 1 orang  1 orang 

Administrasi Klaim 1 orang  1 orang 

Fakturis 1 orang  1 orang 



55 
 

 
 

Pool Faktur 1 orang  1 orang 

Medical Food 1 orang  1 orang 

Saleman 7 orang 4 orang 11 orang 

Jumlah Total   36 orang 

Sumber : PT. Merapi Utama Pharma cabang Medan (2023) 

 

4.2. Laporan Keuangan Komersial PT. Merapi Utama Pharma 

4.2.1. Mekanisme Pencatatan Pendapatan Pajak Berbasis Akrual 

 Secara akuntansi, transaksi yang terkait dengan Pendapatan Pajak berbasis 

akrual adalah Pendapatan Pajak, Piutang Pajak dan Penerimaan Kas. Penerimaan 

Kas yang diperoleh Negara dari pembayaran pajak secara langsung masuk ke 

Rekening Kas Umum Negara sehingga tidak dicatat dalam laporan keuangan. 

Sehingga yang dicatat dalam laporan keuangan adalah pendapatan pajak dan 

piutang pajak. Pendapatan pajak disajikan dalam Laporan Operasional, sedangkan 

piutang pajak disajikan dalam Neraca. 

 Perusahaan wajib menyeleggarakan pembukuan dan membuat laporan 

keuangan terutama laporan laba rugi. Laporan Laba/Rugi adalah bagian dari 

laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada satu periode akuntansi 

yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga 

menghasilkan suatu laba bersih. Berikut adalah data perhitungan laba rugi PT. 

Merapi Utama Pharma tahun 2022 - 2021 : 

Tabel 4.2. Perhitungan Laba Rugi Komersial PT. Merapi Utama Pharma 

tahun 2022 – 2021 (dalam ribuan) 
 Catatan/ 

Notes 
  

2 0 2 2 

  

2 0 2 1 
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PENJUALAN BERSIH 

 
43,51 

  
43.436.966.667 

  
14.327.964.032 

BEBAN POKOK PENJUALAN 44,51 
 

(35.063.953.691) 
 

(9.213.096.732) 

LABA KOTOR   8.373.012.976  5.114.867.300 

Beban penjualan 

Beban umum dan 

administrasi 

45 

 
46 

 
(2.498.969.484) 

 
(2.308.392.490) 

 
(2.331.337.782) 

 
(1.796.637.805) 

Beban penelitian, pengembangan 

dan surveilans 

 
47 

  
(257.100.567) 

  
(158.002.185) 

LABA USAHA   3.308.550.435  828.889.528 

Penghasilan lainnya, bersih 48 
 

99.809.948 
 

272.996.585 

Pendapatan keuangan 49  73.629.418  30.690.264 

Beban keuangan 50  (826.727.030)  (725.285.474) 

LABA SEBELUM PAJAK      

PENGHASILAN     2.655.262.771    407.290.903 

MANFAAT (BEBAN) 
     

PAJAK PENGHASILAN      

Pajak kini 12c  (1.180.099.747)  (179.660.652) 

Pajak tangguhan 12c,12e  456.125.575  61.554.927 

Total beban pajak penghasilan     (723.974.172)    (118.105.725) 

LABA TAHUN BERJALAN 
  

  1.931.288.599 
 

  289.185.178 

 

4.2.2. Rekonsiliasi Fiskal 

 Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang 

diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen 

sumber yang sama. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba 

komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan 

neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Hal ini dilakukan untuk dapat 

memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).  

 Dalam artian akuntansinya rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu cara 

untuk dapat mencocokkan adanya beberapa perbedaan yang terdapat dalam 

laporan keuangan komersial yang telah disusun berdasarkan sistem keuangan 

akuntansi dan dengan laporan keuangan yang juga telah disusun berdasarkan 
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penyusunan sistem fiskal. Laporan keuangan ini pada umumnya dibuat dengan 

berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang 

umumnya pun belum tentu sama dan sesuai dengan peraturan/ketentuan 

perpajakan yang ada di Indonesia.  

 Sedangkan dalam perpajakannya, rekonsiliasi fiskal ini dilakukan untuk 

menyusun laporan keuangan suatu perusahaan dimana harus sesuai dengan 

peraturan fiskal yang ada dan kemudian akan dijadikan dasar untuk pembuatan 

SPT PPh suatu perusahaan yang akan dilaporkan kepada kantor pajak. 

Rekonsiliasi fiskal yang terdapat dalam perpajakan memang berbentuk lampiran 

SPT tahunan PPh badan yang di dalamnya berisi tentang penyesuaian antara laba 

rugi komersial yang dihitung sebelum adanya pajak dengan laba rugi yang sudah 

dihitung dengan ketentuan perpajakannya, yang disusun atas keseluruhan 

pengeluaran atau beban dan pendapatan. 

 Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba 

rugi  komersial dengan penghasilan fiskal adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Rekonsiliasi Fiskal PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 – 2021 

(dalam ribuan) 
 
 

Laba sebelum pajak 

menurut laporan laba 

  2 0 2 2     2 0 2 1  

rugi konsolidasian 

Laba sebelum pajak 

Entitas Anak 

2.655.262.771 

 
(401.656.608) 

 407.290.903 

 
(91.440.700) 

Eliminasi 237.603.533  86.436.925 

Laba sebelum pajak 

Perusahaan 

 
  2.491.209.696 

  
  402.287.128 

Beda waktu: 

Beban imbalan pasca 

kerja 

 

 
60.591.402 

  

 
48.255.435 
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Pembayaran manfaat 

Cadangan kerugian 

penurunan nilai 

piutang usaha 

dan lain-lain 

(25.166.721) 

 

 
 

57.023.717 

 (15.378.709) 

 

 
 

11.949.756 

Pemulihan cadangan 

kerugian penurunan 

nilai piutang usaha 

dan lain-lain 

 

 
 

(19.562.785) 

  

 
 

(2.344.631) 

Cadangan kerugian 

penurunan nilai 

persediaan 

 
 

35.940.504 

  
 

9.708.004 

Pemulihan cadangan 

kerugian penurunan 

nilai persediaan 

 
 

(5.120.278) 

  
 

(6.755.656) 

Liabilitas kontrak 

Beban tangguhan 

penugasan 

2.005.523.672 

 
(6.317.631) 

 ‒ 

 
‒ 

Total beda waktu   2.102.911.880    45.434.199 

Beda tetap: 

Beban yang tidak dapat 

dikurangkan 

 

 
195.262.210 

  

 
44.425.846 

Pendapatan deviden 

Penghasilan dikenakan 

pajak final 

(6.351.759) 

 
(70.983.619) 

 ‒ 

 
(14.304.130) 

Total beda 

tetap 

 
  117.926.832 

  
  30.121.716 

Taksiran penghasilan 

kena pajak Perusahaan 

 
4.712.048.408 

  
477.843.043 

 

Beban pajak kini 

 

1.036.650.650 

  

105.125.469 

Dikurangi pajak penghasilan 

dibayar di muka 

Pasal 22 

 

 
35.319.430 

  

 
26.464.382 

Pasal 23 131.796  173.466 

Pasal 25   107.229.997    57.053.745 

Total   142.681.223    83.691.593 

Taksiran kurang bayar 

pajak penghasilan 

badan 

 

 
  893.969.427 

  

 
  21.433.876 

 

 Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba 

sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: 
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Laba sebelum pajak 

menurut laporan laba- 

  2 0 2 2     2 0 2 1  

rugi konsolidasian 

Laba sebelum pajak 

Entitas Anak 

2.655.262.771 

 
(401.656.608) 

 407.290.903 

 
(91.440.700) 

Eliminasi 237.603.533  86.436.925 

Laba sebelum pajak 

Perusahaan 

 
  2.491.209.696 

  
  402.287.128 

Manfaat pajak sesuai tarif 

pajak efektif yang berlaku 

 
548.066.133 

  
88.503.168 

Pengaruh pajak atas beban/ 

(penghasilan) yang tidak 

dapat diperhitungkan 

Beban yang tidak dapat 

dikurangkan 

 

 

 

 
42.957.686 

  

 

 

 
9.773.686 

Pendapatan deviden 

Penghasilan dikenakan 

pajak final 

(1.397.387) 

 
(15.616.396) 

 ‒ 

 
(3.146.908) 

Penyesuaian 

pajak tangguhan 

Perusahaan 

 
 

625.075 

  
 

(48.009.144) 

Beban pajak penghasilan 

Perusahaan 

 
  574.635.111 

  
  47.120.802 

Entitas Anak: 

Pajak kini 

 
122.223.583 

  
74.535.183 

Penyesuaian    

tahun lalu 21.225.514  – 

Pajak tangguhan 5.889.964  (3.550.260) 

Beban pajak penghasilan 

konsolidasian 

 
  723.974.172 

  
  118.105.725 

 

 Berdasarkan data PT. Merapi Utama Pharma diatas, dapat dilihat bahwa 

perhitungan menurut fiskal dan komersial berbeda. Sehingga menimbulkan 

penghasilan kena pajak (PKP) yang lebih besar menurut fiskal. Hal tersebut 

dikarenakan terdapat pengurangan biaya-biaya yang dilakukan oleh fiskal. 

Pengurangan biaya tersebut bisa terjadi karena perusahaan belum menerapkan 
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peraturan perpajakan yang berlaku sehingga berdampak kepada jumlah pajak yang 

harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih besar. 

 

4.3 Pembahasan 

 Dalam artian akuntansinya rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu cara 

untuk dapat mencocokkan adanya beberapa perbedaan yang terdapat dalam 

laporan keuangan komersial yang telah disusun berdasarkan sistem keuangan 

akuntansi dan dengan laporan keuangan yang juga telah disusun berdasarkan 

penyusunan sistem fiskal. Laporan keuangan ini pada umumnya dibuat dengan 

berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang 

umumnya pun belum tentu sama dan sesuai dengan peraturan/ketentuan 

perpajakan yang ada di Indonesia.  

 Sedangkan dalam perpajakannya, rekonsiliasi fiskal ini dilakukan untuk 

menyusun laporan keuangan suatu perusahaan dimana harus sesuai dengan 

peraturan fiskal yang ada dan kemudian akan dijadikan dasar untuk pembuatan 

SPT PPh suatu perusahaan yang akan dilaporkan kepada kantor pajak. 

Rekonsiliasi fiskal yang terdapat dalam perpajakan memang berbentuk lampiran 

SPT tahunan PPh badan yang di dalamnya berisi tentang penyesuaian antara laba 

rugi komersial yang dihitung sebelum adanya pajak dengan laba rugi yang sudah 

dihitung dengan ketentuan perpajakannya, yang disusun atas keseluruhan 

pengeluaran atau beban dan pendapatan.  

 Rekonsiliasi fiskal memiliki 2 jenis yang dikelompokkan berdasarkan 

perbedaannya yaitu beda tetap dan beda waktu. Rekonsiliasi beda tetap adalah 

jenis rekonsiliasi fiskal yang terjadi karena adanya transaksi yang sudah diakui 



61 
 

 
 

oleh wajib pajak sebagai biaya atau penghasilan atau biaya sesuai standar 

akuntansi keuangan. Rekonsiliasi jenis ini adalah perbedaan antara laba yang 

dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak yang muncul 

karena transaksi tidak bisa terhapus otomatis di periode lain menurut UU 

perpajakan. 

 Laba sebelum pajak disebut juga dengan Earning Before 

Tax (EBIT) merupakan pendapatan menyeluruh perusahaan sebelum terkena 

potongan pajak perseroan. Sedangkan, laba sesudah pajak adalah laba yang 

diperoleh dari laba kotor yang dikurangi pajak, bunga, dan biaya operasional 

perusahaan. Selain dua jenis laba tersebut, ada 2 jenis laba lainnya yang juga 

penting dalam penyusunan laporan laba rugi yaitu laba kotor penjualan dan laba 

operasional. Laba kotor penjualan merupakan selisih dari harga pokok penjualan 

dan penjualan bersih. laba kotor penjualan juga belum dikurangi dengan jumlah 

beban operasional perusahaan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan, laba 

bersih operasional merupakan pengurangan penghasilan kotor penjualan dengan 

semua biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan biaya 

operasional lainnya. 

 Dalam hal pengakuan penghasilan, penyebab koreksi fiskal beda tetap 

terjadi karena munculnya deviden. Berdasarkan akuntansi komersial disebut 

penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh tidak termasuk 

penghasilan. Sedangkan berdasarkan akuntansi komersial merupakan 

penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh telah dikenakan PPh Final 

seperti penghasilan berupa: (1) Hadiah undian (2) Pengalihan harta berupa tanah 

https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-rumus-ebit-dan-cara-menghitung-ebit-adalah-berikut-disini/
https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-rumus-ebit-dan-cara-menghitung-ebit-adalah-berikut-disini/
https://www.jurnal.id/id/blog/2018-tips-praktis-menghemat-biaya-operasional-perusahaan/
https://www.jurnal.id/id/blog/2018-tips-praktis-menghemat-biaya-operasional-perusahaan/


62 
 

 
 

dan/atau bangunan (3) Penyewaan tanah dan/atau bangunan (4) Jasa konstruksi 

(5) Bunga deposito dan tabungan lainnya  

 Berdasarkan akuntansi komersial pengakuan biaya atau beban koreksi 

termasuk ke dalam biaya, sedangkan Undang-undang PPh mengatakan 

sebaliknya dan tidak mengurangi penghasilan bruto seperti biaya untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan: (1) yang tidak termasuk 

objek pajak (2) yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan 

penghasilan (3) yang perkenaan pajaknya bersifat final. Selain itu juga berupa: 

(1) Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam 

bentuk barang bukan uang. (2) Sanksi administrasi seperti denda, bunga, 

kenaikan serta sanksi pidana ber yang berkenaan dengan pelaksanaan 

perundang-undangan dalam bidang perpajakan (3) Pajak penghasilan (4) Biaya 

lain yang menurut UU PPh tidak dapat dibebankan. 

Tabel 4.4. Rekonsiliasi Fiskal Beda Tetap PT. Merapi Utama Pharma tahun 

2022 – 2021 (dalam ribuan) 

 2022 2021 

Beda tetap: 

Beban yang tidak dapat 

dikurangkan 

 

 
195.262.210 

  

 
44.425.846 

Pendapatan deviden 

Penghasilan dikenakan 

pajak final 

(6.351.759) 

 
(70.983.619) 

 ‒ 

 
(14.304.130) 

Total beda 

tetap 

 
  117.926.832 

  
  30.121.716 

  

 Dari tabel diatas menunjukkan koreksi fiskal beda tetap terjadi karena 

munculnya deviden di tahun 2022. Perlakuan dari koreksi fiskal sendiri 

tercantum dalam peraturan perpajakan UU no. 36 tentang PPh Koreksi fiskal 

yang dibedakan menjadi dua, yaitu koreksi positif dan negatif. Koreksi fiskal 
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positif adalah untuk menambah laba komersial atau laba Penghasilan Kena Pajak 

(PhKP). Sebaliknya koreksi fiskal negatif adalah mengurangi laba komersial atau 

laba PhKP. Dari tabel di atas terjadi koreksi fiskal negatif di tahun 2022. 

 Beda waktu terjadi faktor perbedaan waktu pengakuan baik penghasilan 

maupun biaya antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Dalam hal ini, 

pengakuan penghasilan pada akuntansi komersial diterima setelah lebih dari satu 

tahun, sedangkan menurut undang-undang perpajakan, penghasilan tersebut 

harus diakui pada saat yang diterima sekaligus. Perbedaan ini menyebabkan 

adanya pencatatan atas kewajiban pajak yang ditangguhkan yang sementara ini 

dapat dikurangkan dan dapat menyebabkan pencatatan pada aktiva pajak yang 

ditangguhkan itu sendiri. Jadi, transaksi pajak dan transaksi akuntasi 

komersialnya sama, namun waktu alokasi biayanya berbeda. 

 Beberapa contoh perbedaan dalam pengakuan sehingga dibutuhkan 

rekonsiliasi fiskal dikarenakan adanya perbedaan waktu menurut undang-undag 

perpajakan: (1) Metode penyusutan yang boleh digunakan hanya metode garis 

lurus dan saldo menurun. (2) Metode penilaian persediaan yang boleh digunakan 

hanya metode rata-rata FIFO. (3) Penyisihan piutang tak tertagih tidak 

diperbolehkan kecuali untuk usaha-usaha tertentu berdasarkan undang-undang 

PPh. 

Tabel 4.5. Rekonsiliasi Fiskal Beda Waktu PT. Merapi Utama Pharma 

tahun 2022 – 2021 (dalam ribuan) 

 2022 2021 

 Beda waktu: 

Beban imbalan pasca 

kerja 

 

 
60.591.402 

  

 
48.255.435 

Pembayaran manfaat 

Cadangan kerugian 

penurunan nilai 

piutang usaha 

dan lain-lain 

(25.166.721) 

 

 
 

57.023.717 

 (15.378.709) 

 

 
 

11.949.756 

https://www.jurnal.id/id/blog/2018-perbedaan-metode-persediaan-fifo-lifo-dan-average/
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Pemulihan cadangan 

kerugian penurunan 

nilai piutang usaha 

dan lain-lain 

 

 
 

(19.562.785) 

  

 
 

(2.344.631) 

Cadangan kerugian 

penurunan nilai 

Persediaan 

 
 

35.940.504 

  
 

9.708.004 

Pemulihan cadangan 

kerugian penurunan 

nilai persediaan 

 
 

(5.120.278) 

  
 

(6.755.656) 

Liabilitas kontrak 

Beban tangguhan 

Penugasan 

2.005.523.672 

 
(6.317.631) 

 ‒ 

 
‒ 

Total beda waktu   2.102.911.880    45.434.199 

 

 Dari tabel diatas menunjukkan koreksi fiskal beda waktu terjadi karena 

adanya beban imbalan pasca kerja, pembayaran manfaat, cadangan kerugian 

penurunan nilai piutang usaha dan lain-lain, pemulihan cadangan kerugian 

penurunan nilai piutang usaha dan lain-lain, cadangan kerugian penurunan nilai 

persediaan, pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan, liabilitas 

kontak dan beban tangguhan penugasan. Koreksi fiskal positif terjadi karena 

adanya beban imbalan pasca kerja, cadangan kerugian penurunan nilai piutang 

usaha dan lain-lain, cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan liabilitas 

kontak. Koreksi fiskal negatif terjadi karena adanya pembayaran manfaat, 

pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan, pemulihan cadangan 

kerugian penurunan nilai persediaan dan beban tangguhan penugasan. 

 Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas 

penghasilan kena pajak pada satu periode. Sedangkan pajak tangguhan adalah 

beban pajak (deferred tax expense) atau manfaat pajak (deferred tax income) 

yang dapat memberikan pengaruh menambah atau mengurangi beban pajak tahun 

bersangkutan, apabila dilihat dari aspek perpajakan. 
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Tabel 4.6. Pajak Kini dan Pajak Tangguhan Dalam Laporan Keuangan 

Komersial PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 – 2021 (dalam ribuan) 

 2022 2021 

MANFAAT (BEBAN) 
     

PAJAK PENGHASILAN      

Pajak kini 12c  (1.180.099.747)  (179.660.652) 

Pajak tangguhan 12c,12e  456.125.575  61.554.927 

Total beban pajak penghasilan     (723.974.172)    (118.105.725) 

 

Tabel 4.7. Pajak Kini dan Pajak Tangguhan Dalam Rekonsiliasi Fiskal  

PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 – 2021 (dalam ribuan) 

 2022 2021 

 

Beban pajak kini 

 

1.036.650.650 

  

105.125.469 

Penyesuaian 

pajak tangguhan Perusahaan 

625.075  (48.009.144) 

 

 Dari tabel di atas terjadi perbedaan perhitungan pajak kini dan pajak 

tangguhan antara laporan keuangan komersial dan rekonsiliasi fiskal. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas penerapan Akuntansi 

Berbasis Akrual terhadap pendapatan menurut Undang-Undang Perpajakan pada 

PT. Merapi Utama Pharma Medan yang didukung oleh data yang diperoleh, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Secara keseluruhan PT. Merapi Utama Pharma Medan belum menerapkan 

akuntansi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang diatur 

dalam undang-undang pajak yang berlaku. 

2.  Adanya laporan rekonsiliasi fiskal karena perbedaan antara pengakuan 

pendapatan dan biaya dalam akuntansi keuangan dan akuntamsi perpajakan. 

3. Rekonsiliasi fiskal memiliki 2 jenis yang dikelompokkan berdasarkan 

perbedaannya yaitu beda tetap dan beda waktu. Laporan rekonsiliasi fiskal 

terjadi karena adanya koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. 

4.  Adanya perbedaan penghasilan kena pajak (PKP) disebabkan karena adanya 

biaya yang tidak diakui sebagai biaya dalam akuntansi menurut pajak tetapi 

diakui menutut akuntansi komersial, dimana biaya tersebut dapat memperkecil 

penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan.  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, penulis memberikan 

beberapa saran yang dianggap dapat membantu berbagai pihak yang 

berkepentingan dalam perpajakan : 
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1.  Dalam menerapkan akuntansi perpajakan sebaiknya perusahaan berpedoman 

kuat pada undang-undang perpajakan yang berlaku. Karena dalam undang-

undang tersebut sudah diatur secara rinci tentang ketentuan dan ketepan yang 

telas disahkan oleh pemerintah sehingga mempermudah perusahaan dalam 

menyusun laporan keuangan. 

2.  Penerapan akuntansi perpajakan yang baik sangat berguna bagi sebuah 

perusahaan yaitu meliputi : 

a.  Membuat perencanaan dan strategi perpajakan 

b.  Menyajikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di 

masa mendatang 

c. Mampu menerapkan perlakuan atau perilaku akuntansi atas kejadian 

perpajakan 

d.  Sebagai bahan evaluasi perusahaan 

e.  Meningkatkan sadar pajak bagi wajib pajak 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

 Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, 

ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang 

agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam 

lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki 

kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain : 

1.  Pada saat proses pengambilan data ke perusahaan, karyawan yang memegang 

data tidak hadir sehingga perlu beberapa kali untuk datang ke perusahaan. 
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2.  Pada saat proses wawancara, waktu yang begitu singkat sehingga tidak bisa 

mengkaji informasi perusahaan lebih dalam lagi dan beberapa data perusahaan 

yang tertutup untuk umum. 
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